
I'

.)

LEMBARAI{ DAERA}I K&BtUpATEt{ KERINCT
TAHUN 2O1O NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABT'PATEII KERINCI
HOIT|OR 8 TIHUN 2OtO

TENTANG

PERUBAHAN ATAS IP€RATURAI{ DAERAH F.ABUPATEI{ KERIttfCI
I{OI{OR IN{HUN 2OIO TFI{TAI{G ANGGA]II,T{ P.E}IDAPATAil DAil BETAT{IA

DAERAH IOBUPATET{ KERINCI TA}IUII ATIGGARAil 2OilO

DE'IGAI{ RAH]IIAT TUHAil'TAilG IIAHA EsA

BUPAT]T KERIIIICI,

llenirnrbang !

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
urnum APBD, keadaan sekarang y€ng menyebabkan pergeseran antara unit orgariisasi,
antara Lq{.tT clan anmra jenL'Uetinj., (.la,nn yang menyebabkan sisa lebih tahun
dnr$$?ror sebelumnya harus digunakan_ untuk pembiayaarl aa6m tahun anggaran berjalan,
maka perlu d;ilakukan perubahan ApBD Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan DaemlKabupaten Kerinci tentang Perubahan Atas Peraturan-Daerah Kabupaten
Keninci Nornor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f.Urbat"n
Kerinci Tahun Anggaran 201.t);

Mengingat : \

1. Urrdang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tr:ntang Penetapan Undang-Ltrrdang Darurat Nomor
21 Tahun 19v tentang Pengubahal Uldgng-unoanj Nomor iz 'ranuii 1956 tentang
Pembentukan Daerah Slvatantra Tingkat II dalim ting'kungan paeiah SwatanUa fingkat f
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran welara Republik Indonesia irnrn
1958 Nomor 108, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia nbmor 16113);

2. Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan
(Lemb'aran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nom-or 68,-Tambahan Lembaran tt-egara
Repubilik Indonesia Nomor 331?.) Sebagaimanan telah diutnh iengan Undang-unOang No-;or
12 Tahun 1994 tentanE perubafan nQ9 Unclang-undang Nom6r n Tahu-n 19S5-tenang
Pajak Bumi dan Bangunan (t-emb.ap1 N.egara Republik Indonesia 'fahun 1994 Nom or 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1f99 tgnbng Penyelenggaraan ltegara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan ltepotisme (Lemfrran ttegarl-nepuUfit-f-ndonesia Tahun 199.c,
Nontor 75, Tambahan Lemba:'an Negara Republil< Indo-nesia ilomor 3SS1);

4' Undarrg-Undang Nomqr 17 T'ahun 20ql lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba6an Lemilran ll$ara ilepublik lndorfuia
Nomor 42FG);



*'tt ,

7.

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahanan Negara (i-embaran Negara

Repubfik Indon-esia T,ahun 2004 Nomor 5,'Iambahan Lembarani Negara Republik Indonesia

Ir'ornor 4355);

Undang-tJndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenhrkan Peraturan e:runda1S-

undanlan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tamba:nn

Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 4389);

l.lpdanE-Undang Nomor 15 T:hun 20CH tentang P,emeriksaan Pengelolaan dan

TanggungjawaU Keuangan Negara (Lembaran ltlegara Republik Indonesia TahUn 20O4 Nomor

06, Tamblhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'f'mO);

Undang-Urrclang Nomor 25 Terhun 20Ot tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 442I);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahrn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perutrahan Kedua atas tlndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tam'rahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)i

Undang-Undang Nonror 33 Tahun 20O4 tentanE Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan l)emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lenrbaran lrlegara Republik lindonesia Notnor 4438);

lJndang-Undang !,lomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nontor 4059);

Peraturan Pemerintah Nonnr 24 -rl'ahun 2@4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan ilan Arnggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 l,lomor 90, Tarnbahan Lembann Negara Republik Indonesia
Nonror 4416), sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Pemerinbh Republik Indonesia
Nonror 37 Tahun 20Ct5 tentang Perubahan A,tas Peraturan Pemerlnbh ilomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Probkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaratr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia llomor a!+0 );
Perahrran Pemerlntah Nomr.r 23 Tahun 2fi)5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umrrm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonsia Nomor 45A2);

Perahrran Pemerintah Nonnor 24 Tahun 2CO5 tentang Standar Akubnsi Pemerintahan
(Lembann Negarc Republlik Indonegia Tahun 2005 ttlomor 49, Tambahan lLembaran Negara
Republik lndoneia Nonpr 4503);

Penhrran Pemerintah Nonnor 5.1 Tahun 2ff)5 tentang Piniaman Daerah (Lembaran Negnra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia
Nomor 4574)1

Penrturan Pemerlntah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indoneia
Nomor 4!I/5);

Perrahrran Pemerintah Nornc,r 516 Tahun 2005; tentang Sistim Infurmasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, tarirbahan Lembinn Negara
Republik Indonesia Nomon 4nQ;

10.

11.

l.t,

L4.

16.

L7.



{:

18.b

19.

23.

26.

2L.

22.

20.

Perawran Pemerintah Nonnor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan i-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s77)j

Preraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun ?.005 ten{ang Pengelolaan Keuangan Daerah
(lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
l{egara Republik Indonesia Nomor 4578);

P,eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentong Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerch Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 4737);

Percturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Stlndar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomsr 150,
Tan,rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Penrhrran Pemerintah ltlonror 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
l?mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.61a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tarhun 2(X)6 tentang Pedoman Fengelolaan
l(euangan Daerah sebagaimarm telah diubah dengan Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perirturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2ffJ6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerair Nomor 15 Tahun 2007 tentanE Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah lGbupaten Kerincl (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2fi)7 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerincl Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
lP€raturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
lGbrrpaten Kerinci (Lembaran Daerah lGbupaterr Kerinci Tahun 20013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2ff)8 tentang Kewenarrgan Kabupaten Kerinci (Lembaran
Daerah Kabupaten K,erinciTahun 2008 Nomor 8) ;
Perafuran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Felaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten
Keriinci Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 7 );

Dergnn PercrefrrJuan Bersama

DEWAN PERVTI;KII.AN RAISAT DAIERA}I KABUPATEN KERNNCI

dan

BUPATI KERINCI

llEI{UTUS|(ANr
i

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABI,PATET{ KERIHCT TENTANG PERUBAHA]II ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI I{OHOR 1 TAHUN 2O1O TENNANG AT{GGARAN
PENDAPATAN DAN BELAilIA DAERAH KABUPATET{ KERIN(:I TAHUN AilGGARAl{ 2O1O.



Pasal I
Beberapa ketenhran dalam Perahrran Dagrafr lGtupaten Kerinci Ncimor 1 Tahun 2010 tentang
fnggaran Pehdapatan dan Belanja Daerah Kabr.lpaten Kerinci Tahun Anggaran 2010 (LemUuon
Daerah Kabupaten Kerincirahun 2010 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut:1. Kehntran Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkrnng)

Jumlah pendapatan setelah perubahan

(2) Belanja
a. Semula
b. Beftambah/(berkunng)

Jumlah belanJa seftelah pqubahan
Surplus /(Detrsit) sehlah perubahan

3) Fernbial6an
a. Penerimaan

1) Semula Rp.76.258.601.253,48
2) Berbmbah/(br:rkurang) nb. e.+og.Sgs.sz0,@

Jumlah penerimaan seblah perubahan Rp. S2.667 .t36.574,L4

b. Pengeluaran

_ 1) Senrula Rp. 3.675.63t.g6t,47\ 2) Berta-mbah/(berkurang) ni. g.ZZZ.g3g.SfgJb
Jumlah pengeluaran setelah peyubahan - Ba_ 7.399.410.+2g66
Jumlah pembiayaan nettr setelah perubahan @sisa lebih penrbia'yaan anggann setemn perubahan gp,__ o,oo

2. I.etenhran.Pasal 2 diubah, sefringgn pasal2 perbunyisebagaiberikut :

Pasal2

(1) Pendapatan daerah sebrgaimana dlmaksud datam pasal l Erdiri darl :

a. Pendapatan Asli Daenh
1. Sernula. Rp, 20.CIS6.g00.374 392. Berrambah /(berkurang) np.lg0.a&;3!#0g

Jumlah penOipaan jsii'aaer,atr s4laffitffian Rp. 22.883 .OtA.t4L,3g
b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.409.637.g06.44O,00
2. Berrdmbah i(berkunng) np"_&Aa3Jg[Ai00

Jumlah dana perimbangan setelah p"r"man - Rp.427.301.401.1g1,00
rl. Lain-lain pendapatan Daertrh yang Sah

1. Semula Rp. 35.6$.194.690,00
2... F"3q$h./(perkuFns) nb,ZUlsz.5ea.zoo.00

.tumlah lain-lain pendafiatan dmrah Rp. 60.495.7gg.g90,00yang sah seElah perubatran

Fp.t165.302.809,,504, 39
Bpf4S,SZTgegJAgpa

Rp. 510.680.208.812,39

Rp.537.885.n8.796,q
$r." 48.063.096.110.47,

@
Rp.(75.268.666. 094,48



(2) pendapatan Asli Daerah sebagaimana dinraksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

2. Bertambah /(berkurung) 8P. 356.210'367,00

lumlah nebi'UirS daerah setelah perubahan Rp. 2.984.903.367'00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan herah png dipisahkan

1. Sbmula RP. 1.292.720.m7,W

perdapabn:

a. PaJak Daerah
1. Semula

b. f,letribtsi herah
1. Semula

,l.. Semula
2. Bprtambah/(Uedcunru)

a. Hibah
1. Semuila
2. Bertambah/(berkunrq)

Jumlah pendafntan hibah s@ah perubahan

b. Dna Darurat
1. Semula
2. Bertanrbah /(berkurang)

Jumlah dana danrrat setelah perubahan

2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0'00- 
lumlah pa;a'k daeran df,dah perubahian Rp. 2.820.921.200,00

Fp. 2.820.921.200,00

R,p. 2.628.693.000,00

Rp. /H.282.(i00.000,m

M

Rp. 24.3&1.473.000,00
B&efi94'.32!,ro,m)

Rp. 0,00

Rp. 0,00
Rp. 0,m

Rp. 0,00

2. Bertambah /(berktnang) Rp. 0.00

lumlah hreil pergelolaan kekayaan daerah

d. Lain-lain Pendaparan Asli Daerah png sah

Rp. 1.292.720.027,00

1. Semula RP. 13'314,474.L47'39
il. BerErmbah /(bskunng) Re. 2.470.000.000.00

Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp. 15.784.474.L47'39

4aerah setelah Perubahan

(3) t)arra pedmbangan sebagaimana dirflaksrd pda ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapaAn :

a. Dana Bagi Hasil
i.. Semula Rp. 38.020.281.440,00
2" Bertambah /(berktrnng) 8L1.7.663.594.741.08

Jumlah dana bagi hasilsefielah penrbahan Rp.55.683.876.181,00

c DanaAlokasi Umum (DAt!)
1. Semula Rp.327.334.925.000,00
2, Bertrmbah /(berkunng) 8n - 0.00
. Jumlah dana aloloC umum setdah perutnhan Rp. 327.334.925.000,00

c. Dana Alolrcl Khusus (DAlg

Jurnlah dana alc'kad kfrusus setelah perubahan w. 44.2A2.600.000,00

4) Laln-.hin penda@n dasah yang sah sebagalmana dimaksld pada alat (1) huruf c terdiri dari
j,enis prendapabn :



'J

I

c. Dana Bagi HasilPajak
1, Semuli Rp. LL.7-23.721.690,00

2. B:rbmbah /(berkurarU) Ro', 0 00

lumlah dani bagi hasilftjaksetelah perubahan' Rp. 11.223.721.690,00

d. Dana Fenyesrtaian dan Sonomi Khustls

1. Siemula RP. 0,00

?. Bertambah /(be*unng) Bp'e0UJ91.200'00
Jumlah dana-penyeuaian dan crtonomi R'p. 21.019.594.200,00

klrusrs setelah Perubahan

e. Dana Fenguabn Desentalisasi Fiskaldan PerapaEn Pembangunan Daerah

1. Semula RP. 0,00

2. Bertambah l0erkunre) Rp.28.252.473.000.00
Jumlah dana perryestnlan dan otonorni Rp. 28.252.473.000,00
khusus s$elah Perubahan

3. Ketenhran Pasal 3 diubah, setrinEEa Pasal3 berbunyi sabagaiberikut:

Pasal 3

(1) Bdanja Daerah sebagailrrana dimaksr.rd dalam Pasal l terdiri dari :

a. &:lanja Tidak langsung
1) Semula F'P.359.837.149.135,90
2) Berbmbah /(berkurang) Rp. (?l@O01Z!5JAl

Jumlah belanja tidak langsung #ah perubalpn W.336.7n.t47.3W,37

b. BelanJa Langzung
1) Semula Rtt.178.048.629.660,50
?) Berlirmbah /(berkurang) XE 71.123.097.856.00

Jumlah belanja larqgs.lng sefrelah perubahart Rp.249.171.727.5il6,fi

2) Belanja Udak langsung rnbagnimana dimaksud pada apt (1) huruf a terdiri dari Jenis belar{a :

a. BelanJa Pegawai
1) Semula Ftp.2n.939.683.579,t30
ll) Bertambah /(berkunql) Rp. 2..035.289.116.68

Jumlah belanja p:3gatvai s#lah perubahan Rp!279.974.972.696,28

b. Belanja Bunga
1) Semula P9.2,014,345.564,30
2) Bertambah/(be*unng) @

Jumlah belanja bunga g#lah peru&rhan W.622.271.034,09

c. Bdanja Subsidi
1.) Sernula Rp.2.288.544.000,00
2) Bertambah /(berlamng) U (s00.000.000.00)

Jun{ah belanja subsirdi setelah perubahan Rp. 1.788.544.000,00

d. Belanja Hibah
1) Sefnula Rp.51.386.137.242,ffi
2) Bertambah /(ffiraryg) I9,B3jl$,arcJ!e.A0l

Jumlah belanja hibah s:telah p€nrbahan W.27.937.920.910,00



e. Belanja iBanblan Sosial
1) Semula Rp. 4.148.438.750,00

Rp. 86.615.44.2.121,fi
Rp. s2.719.897.378.00

Rp. 76.258.601.253,,8

@
Rp. 82.667.136.U14,t4

Rp, 3.675.63t.96L,4;7
Rp. 3.722.t138.518. 19.' Rp. 7.398.47A.479,6

Rp. 75.258.601.53,,19
8p--9.{gtJgS-3AO66

Rp. 81.667.Ifi.j74,t4

2) Berlambah/(be*unn9) tg. 245.0m.000.00
Jurnlah belanja bantran sosial setelah perubahan Rp. 4.393.43g.750,00

f. Belanja Bantuan Keuangart kepada Propinsi Kabupatr:n /Kob dan Pemerintahan Desa
1) Semula Fp.20.060.(n0.000,00
2) Bertambah /(berkurrang) Rp. _ O.OO

Jurnlah belqr-ria bantuan kzuangan kepada propinsi Rp. 20.060.000.000,00
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan

G. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.2.000.000.000,00
2) Befiambah /(berkrnng) Bp. b.OO

Jrumlah bellanja tidakErduga setelah perubahan - Rp. 2.0m.000.000,00

(2) Ealianja langsung sebagaiman;a dimaksrd pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. tulanja Pegdwai
1) Semula Rp. 20.286.2W.4Ot,n
2) Bertambah /(be*,urrang) e!__ r.eZl.gsg.500.00

Jumlah bdafia pegawai setelah perubahan Rp.21.910.W7.W7,0O

b, BelanJa Barang dan.lasa
1) Sernula Rp" 71.146.g7g.t27,00
2) Bertambah/(be*unnE) @

Jumlah belanJa barangitan jasa setelah perffian Rp. 87.926.290.10100

c. BelanJa Modal
1) Semula

2) Bertambah /(berkrrnng)
Jumlah belanJa modal sebtah peru[ahan Rp. 139.335.339.504,50

4. Ketentnn hsda diubah, sehinspa pmd4 beDunyi sebagai berikut:

Pasal tll
(1) FenrbiaFan Denh sebagaimana dimdsrd dalam pasal l tenliri dari :

a. Flenerimaan
1) Sernula
2) Beftambah(berkunng)

Jumlah penerimaan seteial.r perubahan

b. Fengeluaran
1) Semula
2) Bertambah (berkumng)

Jumlah pengeluar:an setelah perubahan

(2) Penerirnaan sebagaimana dinialaud pada alnt (1) hurul'a brdiri dari Jenis pembiayaan:
a. SI|.PA Tahun lrnggaran sebelumrya

1) Sonula
2) tutambah /(berkurang)

Jumlah penerimaan Setelah Frubahan



b. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula
2) Beftmbah /(berkunng)

Rp. 0,00
Rp. 0.00

Rp.1.000.000.000,00

M

Jurnlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

c. Fenerimaan Kembali lbnrberian Pinjarnan Daeralh

Rp.1.000.000.000,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrr b terdiri dari Jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerinhh Daenh

Rp. 2.C)00.000.000,00

@
Rp. 3.079.832.ffi7,76

1) Semula Rp. 1.67S.63L.96t,47
2) Bertambah /(berkunng) fq, 2.643.005.830.43

Jumlah pembapnn pokok utang setelah perubahan Rp. 4.31g.637.1gt,go

5. Ketenhnn Pasal 5 diubah, sehinggp pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

P:rsirl S

Uraian lebih lanjul Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
ddlam Pasal 1, tercanhrm dalam Gmpinn yang rnerupakan biigian yang tidati terpisafrfan Oari
Pemturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringl<asan peruhahan ApBD;

2. larnpiran tr Ringkasan Perubahan npbO menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
SKPD;

3. Lampiran Itr Rindan Perubahan APBD menurut tlrusarr Pemerintah Daerah, Oryanisasi SKpD,
Pendapatalr, BelanJa dan Pembia)raan;

4. Lampiran N Rekapihrlasi Perubahan BelanJa menurut Urusan'.pemerintahan Daerah,
Organisas;l SKPD, Program dan Kegiatan;

5' lampirart V Rekapihrlasi Perub-ahan BelanJa Daerah untr.rk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pernerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka pengelolaan iew*gun
Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
Larnpitan vII taporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan perahrran

Daerah;

Larnplran VIII DaQr kegiatan-.kegiaun tahun anggann sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarlcrr kembali tahun angg-ran ini;

larnpiran D( Daftar pinjaman Daenah dan ObliEasi;

1) Semula
2) Berbfnbah /(berkunng)

Jumlah penerimaan kembrali pemberlan

1) Iiemula
2) Bertambah /(!erkunng)

Berbmbah /(berkunrp)
Jumlah penyeftaan moda,l (Im/estasi)

b. FEmbayaran Pokok Utang

6.

7.



b
i

?

6. Kefienhlan Fasat 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pdsal 6

Bupati menetapkan Perahrran Bugrati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
BelanJa Daenh sebagai landasan operasional pelalsanaan APBD.

Pasal rl
Peraturan Daemh ini mulai berlaku pada bnggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahulnya, memefinEhkan pengundangan Feraturan Daerah ini dengan
penernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Dibtapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 November 2010

BUPATT KERil{Cr,

Dto
H. ilIURAS}IAN

Diundangkan di Sungai Penr.rh
pada tanggal 5 November 2010

SEKRETARI$ DAERAH KERII{CL

,$ia-.,*-_
il onsm

TEMBARAN DAERAH KABUPATEII KERI]ICI
TAHUI{ 2010 I|OMOR 8


